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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat 

petunjuk-Nya, laporan ini selesai disusun. Pasal 39 Ayat (3) Perbawaslu 

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas 

Pemlihan Umum menggambarkan bahwa urusan hukum menafasi tugas – 

tugas Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu 

Kabupaten memiliki peran yang strategis. 

Hal ini tertuang dalam Perbawaslu tersebut, seperti Advokasi dan 

pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, 

Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; Penyusunan analisis dan 

kajian hukum; Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum; 

Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilihan dan Pemilihan 

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; 

Pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan 

advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilihan dan sengketa 

Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi 

penanganan pelanggaran, data, dan informasi; Sosialisasi dalam bidang 

hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilihan, dan sengketa 

Pemilihan; Peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kePemilihanan 

bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilihan dan 

sengketa Pemilihan dengan berkoodinasi dengan divisi yang membidangi 

sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan; 

Pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan 

penyelesaian sengketa proses Pemilihan dan sengketa Pemilihan; dan 

Penyusunan laporan kinerja divisi hukum. 

Tugas yang sedemikian berat telah dilaksanakan dengan baik. 

Salah satu indikatornya setiap tindakan yang dilakukan mampu meredam 

potensi sengketa. Hal ini berkat kerjasama tim yang dibangun di internal 

kelembagaan Bawaslu kabupaten Rembang. 

Laporan ini merupakan laporan akhir divisi, terkait kinerja divisi 

hukum Bawaslu Kabupaten Rembang. Kami sadar bahwa laporan ini 

masih jauh dari sempurna, untuk saran dan kritik membangun sangat kami 

nantikan. 

Rembang, 17 Februari 2025 
KETUA 

 
TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. GAMBARAN UMUM 

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) Serentak 2024 merupakan momen penting dalam rangkaian 

demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk 

memilih pemimpin yang akan memimpin daerahnya. Penyelenggaraan 

Pemilu dan Pilkada yang bersih, adil, dan transparan menjadi tanggung 

jawab bersama semua pihak, termasuk Bawaslu sebagai garda terdepan 

dalam pengawasan pemilu. 

Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten berperan vital dalam 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, menegakkan prinsip keadilan, serta melindungi hak-hak pemilih 

dan peserta pemilu. Dalam konteks Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 

2024, divisi hukum memiliki peran penting dalam menangani berbagai isu 

hukum yang muncul, termasuk sengketa, pelanggaran, dan pelaksanaan 

aturan kampanye. 

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang  pola 

hubungan kerja pengawas pemilihan umum, divisi hukum Bawaslu 

memiliki tugas sebagai berikut: 

1. Memberikan advokasi dan pendampingan hukum; 

2. Turut serta menyusun analisis dan kajian hukum di setiap tahapan dan 

non tahapan Pemilu dan Pemilihan; 

3. Melakukan pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum; 

4. Melaksanakan pendampingan sengketa proses Pemilu dan sengketa 

Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota; 

5. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan; 

6. Pengadministrasian dan pengelohan basis data peraturan perundang-

undangan, analisis, dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi 

hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan 

dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangan penanganan 

pelanggaran, data, dan informasi; 

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif 

mengenai aktivitas, tantangan, dan pencapaian Divisi Hukum Bawaslu 

Kabupaten Rembang selama pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada 

Serentak 2024. Melalui laporan ini, diharapkan akan teridentifikasi langkah-

langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas 
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pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka menciptakan Pemilu 

yang demokratis dan berkualitas. 

Dengan mengacu pada pengalaman sebelumnya serta belajar dari 

dinamika yang terjadi selama proses pemilu, Divisi Hukum Bawaslu 

Kabupaten Rembang berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik 

dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, demi 

terwujudnya kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia. 

 

B. TUJUAN LAPORAN 

Penyusunan dan penulisan Laporan Kinerja Divisi Hukum Pada 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertujuan 

untuk: 

a. Pertangggungjawaban kegiatan kelembagaan Divisi Hukum pada 

masa tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024; 

b. Penyampaian hasil Kinerja Bawaslu Kabupaten Rembang pada 

Laporan Kinerja Divisi Hukum Pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024; 

c. Laporan Kinerja Divisi Hukum Pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 

ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi untuk 

pimpinan Bawaslu Kabupaten Rembang dan jajaran Sekretariat 

Bawaslu Kabupaten Rembang; 

d. Sebagai jejak dan riwayat seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban 

yang telah dilaksanakan sepanjang tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 

2024; 

e. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, khususnya berkaitan dengan 

penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan selanjutnya; 

f. Sebagai upaya merefleksikan proses perjalanan melaksanakan tugas 

dan wewenang pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024; 

g. Sebagai ikhtiar untuk “menyelamatkan” seluruh jejak langkah dan 

sejarah yang pernah diukir jajaran Pengawas dalam Pemilu dan 

Pilkada serentak Tahun 2024. 

C. DASAR HUKUM 

Adapun dasar hukum dalam melaksanakan kinerja Divisi Hukum pada 

Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kabupaten 

Rembang adalah sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang; 

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa 

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, 

Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan 

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kecamatan; 

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; 

e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 

f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil 

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali 

Kota; 

g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 

Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; 

h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang 

Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati 

Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 

Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. 
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D. SISTEMATIKA LAPORAN 

BAB I PENDAHULUAN   

1. Gambaran Umum   

2. Tujuan Laporan   

3. Dasar Hukum   

4. Sistematika Laporan   

BAB II: PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM 

A. Peningkatan Kapasitas 

B. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum 

C. Sosialisasi Produk Hukum 

D. Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum 

E. Pemberian Keterangan PHP 

BAB III: PENUTUP 
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BAB II 

 PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM 

A. Peningkatan Kapasitas 

1. Pemilihan Umum Tahun 2024 

a. Pada Kamis, 23 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang 

melaksanakan kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum di 

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. 

Bertempat di ruang audio visual Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Rembang. Menghadirkan narasumber dari Kejaksaan 

Negeri Rembang. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah 

Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang. Kegiatan ini 

dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM Panwaslu 

Kecamatan dalam pengelolaan layanan hukum Diharapkan 

Panwaslu Kecamatan beserta jajarannya dapat memahami dan 

mengelola layanan hukum sesuai dengan regulasi. 

Nama 

Kegiatan 

Tempat Narasumber Peserta 

Rapat 

Pengelolaan 

Layanan 

Hukum dalam 

Pemilihan 

Umum Tahun 

2024 

Ruang audio 

visual Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Kabupaten 

Rembang 

Kepala 

Kejaksaan 

Negeri 

Rembang 

Ketua dan 

anggota 

Panwascam 

divisi HPPH se 

Kabupaten 

Rembang 

 

 

Gambar 1. Rapat pengelolaan layanan hukum dalam Pemilu Tahun 2024 

 

b. Pada Senin, 6 November 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang 

melaksanakan kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum di 
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Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. 

Bertempat di ruang audio visual Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Rembang. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut 

adalah Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang. Kegiatan ini 

dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM Panwaslu 

Kecamatan dalam pengelolaan layanan hukum Sehingga 

diharapkan Panwaslu Kecamatan dapat memahami regulasi dengan 

baik. 

Nama 

Kegiatan 

Tempat Narasumber Peserta 

Rapat 

Pengelolaan 

Layanan 

Hukum dalam 

Pemilihan 

Umum Tahun 

2024 

Ruang audio 

visual Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Kabupaten 

Rembang 

Anggota 

Bawaslu 

Kabupaten 

Rembang 

Ketua dan 

anggota 

Panwascam 

divisi HPPH se 

Kabupaten 

Rembang 

 

 

Gambar 2. Rapat pengelolaan layanan hukum dalam Pemilu Tahun 2024 

c. Pada 10 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Rembang 

melaksanakan kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum dalam 

Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat ruang audio visual Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Adapun peserta 

dalam kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan di Kabupaten 

Rembang. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas 

SDM Panwaslu Kecamatan dalam pengelolaan layanan hukum 

Sehingga diharapkan Panwaslu Kecamatan dapat memahami 

regulasi dengan baik. 
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Nama 

Kegiatan 

Tempat Narasumber Peserta 

Rapat 

Pengelolaan 

Layanan 

Hukum dalam 

Pemilihan 

Umum Tahun 

2024 

Ruang audio 

visual Dinas 

Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Kabupaten 

Rembang 

Anggota 

Bawaslu 

Kabupaten 

Rembang 

Ketua dan 

anggota 

Panwascam 

divisi HPPH se 

Kabupaten 

Rembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rapat pengelolaan layanan hukum dalam Pemilu Tahun 2024 

2. Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2024 

Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Bawaslu 

Kabupaten Rembang mengadakan rapat internal pengelolaan layanan 

hukum. Peserta rapat tersebut adalah seluruh anggota dan staf 

sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang.  

Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 September 2024 di 

Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang. Sedangkan materi yang 

dibahas adalah Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2024 tentang 

Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

Sedangkan tujuan dari rapat ini adalah peningkatan pemahaman 

jajaran Bawaslu Kabupaten Rembang terkait produk hukum 

perbawaslu. 
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     Gambar 4. Rapat pengelolaan layanan hukum dalam Pemilihan Tahun 2024 

 

B. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum 

1. Pemilihan Umum Tahun 2024 

Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten 

Rembang telah melakukan kegiatan fasilitasi dan konsultasi kajian 

hukum. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pada 23 November 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang 

melaksanakan kegiatan Rapat Identifikasi Permasalahan 

Perbawaslu/Produk Hukum non Perbawaslu dalam Pemilihan 

Umum Tahun 2024. Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten 

Rembang. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah 

Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang. Dengan 

narasumber Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian (HPS) 

Bawaslu Kabupaten Rembang, M. Khasanuddin. Kegiatan ini 

dilakukan untuk untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi 

permasalahan terkait produk hukum yang digunakan dalam 

pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, baik peraturan Bawaslu 

(Perbawaslu) maupun peraturan lainnya.. 

Nama Kegiatan Tempat Narasumber Peserta 

Rapat identifikasi 

permasalahan 

Perbawaslu/produk 

hukum non 

Perbawaslu dalam 

Pemilihan Umum 

Tahun 2024 

Kantor 

Bawaslu 

Kabupaten 

Rembang  

 M. Khasanuddin 

(Anggota 

Bawaslu 

Kabupaten 

Rembang)  

Ketua dan 

anggota 

Panwascam 

divisi HPPH 

se Kabupaten 

Rembang 
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Gambar 5. Rapat identifikasi permasalahan perbawaslu/produk hukum 

non perbawaslu dalam Pemilu Tahun 2024 

b. Pada hari selasa, tanggal 28 November 2023 Bawaslu 

Kabupaten Rembang mengadakan kegiatan Rapat Penyusunan 

Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu 

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di Kantor 

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang. Dengan narasumber 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Dr. 

Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum. Adapun peserta dalam 

kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan di Kabupaten 

Rembang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

permasalahan terkait produk hukum yang digunakan dalam 

pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, baik peraturan Bawaslu 

(Perbawaslu) maupun peraturan lainnya yang diharapkan peserta 

mampu untuk menyusun kajian hukum perbawaslu maupun non 

perbawaslu dalam Pemilihan Tahun 2024. 

Nama Kegiatan Tempat Narasumber Peserta 

Rapat Penyusunan 

Kajian Hukum 

Perbawaslu/Produk 

Hukum Non 

Perbawaslu dalam 

Pemilihan Umum 

Tahun 2024 

Kantor 

Bawaslu 

Kabupaten 

Rembang 

Dr. Sri Wahyu 

Ananingsih, 

S.H., M.Hum. 

Ketua dan 

anggota 

Panwascam 

divisi HPPH 

se Kabupaten 

Rembang 
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 Gambar 6. Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum. memberikan materi 

dalam kegiatan Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum 

Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 

 

c. Pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten 

Rembang mengadakan kegiatan Rapat Penyusunan Kajian 

Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu dalam 

Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di Kantor Sekretariat 

Bawaslu Kabupaten Rembang. Dengan narasumber yang 

mempunyai kompetensi dibidangnya yaitu seorang akademisi 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga 

peneliti di Jaladara Institute, Galang Taufani, S.H., M.H. Adapun 

peserta dalam kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan di 

Kabupaten Rembang. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan – permasalahan 

hukum terkait produk hukum yang digunakan dalam pelaksanaan 

Pemilihan Umum 2024, baik peraturan Bawaslu (Perbawaslu) 

maupun peraturan lainnya yang diharapkan peserta mampu 

untuk menyusun kajian hukum perbawaslu maupun non 

perbawaslu dalam Pemilihan Tahun 2024. 

Nama Kegiatan Tempat Narasumber Peserta 

Rapat Penyusunan 

Kajian Hukum 

Perbawaslu/Produk 

Hukum Non 

Perbawaslu dalam 

Pemilihan Umum 

Tahun 2024 

Kantor 

Bawaslu 

Kabupaten 

Rembang 

Galang Taufani, 

S.H., M.H. 

(akademisi 

Fakultas Hukum 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta dan 

juga peneliti di 

Ketua dan 

anggota 

Panwascam 

divisi HPPH 

se 

Kabupaten 

Rembang 
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Jaladara 

Institute) 

 

 

Gambar 7. Galang Taufani, S.H., M.H. memberikan materi dalam kegiatan 

Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non 

Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 

 

d. Pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Kabupaten 

Rembang mengadakan kegiatan Rapat Identifikasi  

Permasalahan Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu 

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di Kantor 

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang. Dengan narasumber 

dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang yaitu 

Anggota KPU Kabupaten Rembang Divisi Hukum, Bapak Moh. 

Zaenal Arifin. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah 

internal Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan – permasalahan 

yang menyangkut regulasi - regulasi  hukum yang digunakan 

dalam pelaksanaan Pemilihan 2024, baik peraturan Bawaslu 

(Perbawaslu) maupun non Perbawaslu yang diharapkan peserta 

mampu untuk memahami dan menganalisis produk – produk 

hukum dalam Pemilihan Tahun 2024. 

Nama Kegiatan Tempat Narasumber Peserta 

Rapat 

Identifikasi  

Permasalahan 

Perbawaslu dan 

Produk Hukum 

Non 

Kantor 

Bawaslu 

Kabupaten 

Rembang 

Moh. Zaenal 

Arifin, M.Pd. 

(Komisioner 

KPU 

Kabupaten 

Rembang) 

Ketua dan 

anggota 

Panwascam 

divisi HPPH se 

Kabupaten 

Rembang 
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Perbawaslu 

dalam 

Pemilihan 

Umum Tahun 

2024 

 

 

Gambar 8. Moh. Zaenal Arifin, M.Pd. memberikan materi dalam kegiatan 

Identifikasi  Permasalahan Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu 

dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 

 

e. Pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Bawaslu Kabupaten 

Rembang mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan 

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam 

Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di kantor Sekretariat 

Bawaslu Kabupaten Rembang Dengan narasumber Anggota 

Bawaslu Kabupaten Rembang Divisi Hukum dan Penyelesaian 

sengketa. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah Ketua 

dan Anggota Panwascam divisi HPPH se Kabupaten Rembang.  

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam 

terkait pokok permohonan gugatan PHPU sehingga lebih siap 

dalam menghadapi persidangan di MK. Selain itu kegiatan ini 

juga dapat meningkatkan kapasitas Panwascam terutama terkait 

mekanisme pemberian keterangan PHPU di MK. 

Nama 

Kegiatan 

Tempat Narasumber Peserta 

Rapat 

Koordinasi 

Persiapan 

Sidang 

Kantor 

Bawaslu 

Kabupaten 

Rembang 

M. 

Khasanuddin 

(Anggota 

Bawaslu 

Ketua dan 

anggota 

Panwascam 

divisi HPPH se 
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Perselisihan 

Hasil Pemilihan 

Umum (PHPU) 

dalam 

Pemilihan 

Umum Tahun 

2024 

Kabupaten 

Rembang) 

Kabupaten 

Rembang 

 

 

Gambar 9. Rapat koordinasi persiapan pemberian keterangan PHPU 

 

2. Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2024 

Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Bawaslu 

Kabupaten Rembang telah melakukan kegiatan fasilitasi dan 

konsultasi kajian hukum. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Fasilitasi dan konsultasi kajian hukum kepada panwascam 

Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan monitoring ke 

kantor panwaslu Kecamatan Sluke dalam rangka fasilitasi dan 

konsultasi terkait peraturan penanganan pelanggaran kampanye 

pemilihan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 September 

2024. Panwaslu Kecamatan Sluke melakukan konsultasi terkait 

adanya dugaan pelanggaran kampanye di wilayahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Fasilitasi dan konsultasi kajian hukum kepada panwascam 
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b. Fasilitasi kajian hukum terkait jadwal kampanye 

Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan penyusunan 

kajian hukum terkait permasalahan benturan jadwal kampanye 

antara paslon 01 dengan paslon 02. Kegiatan dimotori oleh 

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai 

support system kepada Divisi Penanganan Pelanggaran yang 

bertanggungjawab pada pengawasan kampanye.  

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2024 

bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang. Rapat ini 

menghasilkan kajian sebagai berikut: 

1) Benturan jadwal kampanye antara paslon 01 dan 02 

berpotensi menimbulkan sengketa dan pelanggaran 

kampanye, sehingga perlu segera disikapi agar tidak 

mengganggu kondusivitas pelaksanaan Pilkada Serentak 

Tahun 2024; 

2) Bawaslu Kabupaten Rembang perlu mengimbau kepada 

KPU Kabupaten Rembang agar tetap berpedoman pada 

PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dalam pelaksanaan kampanye 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024. 

KPU Kabupaten Rembang memiliki wewenang untuk 

menyusun jadwal kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Rembang Tahun 2024 sesuai pasal 4 ayat (4) dan (5) 

PKPU Nomor 13 Tahun 2024; 

3) Bawaslu Kabupaten Rembang perlu mengimbau kepada 

peserta Pemilihan agar wajib mematuhi peraturan yang 

berlaku. Sesuai pasal 40 ayat (3) bahwa peserta pemilihan 

yang akan melaksanakan kampanye rapat umum wajib 

koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Rapat Penyusunan kajian hukum 
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C. Sosialisasi Produk Hukum 

1. Pemilihan Umum Tahun 2024 

Pada 23 September 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang 

mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk 

Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. 

Bertempat di Fave Hotel Rembang. Dengan narasumber Ketua 

Pengadilan Negeri Kabupaten Rembang dan akademisi yang 

berkompeten dibidang hukum yaitu Dosen Universitas Sultan Agung 

Semarang, Dr. Umar Ma’ruf, S.H. S.pN. M.Hum. Adapun peserta 

dalam kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan (Panwascam) 

dan  Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten 

Rembang.  

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan produk – produk 

hukum utamanya yang menyangkut regulasi Pemilihan Umum Tahun 

2024. Baik Peraturan Bawaslu maupun Peraturan Hukum lainnya. 

Selain itu juga untuk menyelaraskan pemahaman antara panwascam 

dan PPK di Kabupaten Rembang terkait produk hukum Pemilihan 

Umum Tahun 2024 agar Pemilihan Umum berjalan dengan aman, 

lancar, dan sukses tanpa ada kendala dan hambatan. 

Nama 

Kegiatan 

Tempat Narasumber Peserta 

Sosialisasi 

Peraturan 

Bawaslu dan 

Produk Hukum 

Non 

Perbawaslu 

dalam 

Pemilihan 

Umum Tahun 

2024 

Fave Hotel 

Rembang 

Dr. Umar 

Ma’ruf, S.H. 

S.pN. M.Hum. 

Panwaslu 

Kecamatan 

(Panwascam) 

dan  Ketua 

Panitia 

Pemilihan 

Kecamatan 

(PPK) Se-

Kabupaten 

Rembang 
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Gambar 12. Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu 
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 

 

2. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 

Pada 18 September 2024 Bawaslu Kabupaten Rembang 

mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk 

Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. 

Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang Dengan 

narasumber Moh. Zaenal Arifin, M.Pd. Adapun peserta dalam 

kegiatan tersebut adalah Ketua dan Anggota Panwascam Divisi 

HPPH Se-Kabupaten Rembang. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan produk – produk 

hukum utamanya yang menyangkut regulasi Pemilihan Umum Tahun 

2024. Baik Peraturan Bawaslu maupun Peraturan Hukum lainnya. 
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Peraturan 

Bawaslu dan 

Produk Hukum 
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Perbawaslu 
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17 LAPORAN KINERJA DIVISI HUKUM PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 

3. Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan 

suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-

undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, 

terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian 

pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Untuk 

itu Bawaslu berkomitmen untuk memberikan informasi Hukum yang 

mudah, cepat dan akurat untuk siapapun terkait Bawaslu.  

JDIH hadir dengan memberikan kemudahan untuk mengakses 

aturan yang memang sifatnya terbuka dan wajib diketahui oleh setiap 

orang yang sering kita kenal dengan asas Fiksi Hukum. Sistem 

aplikasi JDIH dalam lingkup Bawaslu merupakan langkah kongkrit 

dalam menata dokumentasi hukum yang sistematis untuk 

mempermudah dan mempercepat akses informasi dan ketersediaan 

dokumen hukum dalam Bawaslu. Hal itu agar JDIH dapat diakses 

dan menjadi sumber referensi publik dalam menjaga profesionalisme 

dan integritas lembaga. 

Aplikasi sistem JDIH ini merupakan keseragaman sistem secara 

nasional agar dapat bekerja secara disiplin dan tertib untuk 

memperkuat eksistensi Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki 

kontribusi besar dalam membangun demokrasi di Indonesia. JDIH 

untuk setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur akan 

dioperasikan oleh satu orang Staff HPPS untuk menjadi operator. 

Tugas operator dalam hal ini adalah untuk menginput setiap produk 

hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.  

Produk hukum yang di masksud adalah SK, SE, Surat Instruksi, 

MOU, Perjanjian Kerja Sama serta akan di upload Putusan-putusan. 

Konsep pengembangan JDIH ini yaitu hanya memiliki satu Web 

Master Utama (Front End) yang mengintegrasikan seluruh dokumen 

hukum Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

sebagai (Back-End) pusat JDIH Bawaslu. JDIH Bawqaslu memilki 

user sistem yang secara hirarki yaitu Super user, Admin Pusat, 

Operator Pusat, Verifikator, Operator Provinsi, Verifikator Provinsi 

dan Operator Kabupaten/Kota. Setiap produk hukum yang di upload 

oleh Bawaslu Kabupaten/Kota akan di verifikator oleh Bawaslu 

Provinsi. 

Bawaslu Kabupaten Rembang telah mengunggah seluruh 

dokumen hukum yang terpublikasi pada halaman JDIH Bawaslu, 

dengan dicocokan dengan kesesuaian     penginputan dokumen hukum 
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tersebut meliputi kesesuaian Back End dan tampilan di Front End 

JDIH Bawaslu sebagaimana berikut: 

 

Gambar 13. Tampilan JDIH Bawaslu Kabupaten Rembang 

 

 

 

D. Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum 

Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Bawaslu 

Kabupaten Rembang membuka fasilitasi layanan hukum di Kantor 

Bawaslu Kabupaten Rembang. Program ini bertujuan untuk membuka 

layanan hukum bagi peserta pemilihan, jajaran adhoc maupun 

masyarakat yang ingin konsultasi hukum terkait Pemilihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Sudut layanan hukum Bawaslu Kabupaten Rembang 

E. Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 

dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 

1. Pemberian Keterangan PHPU Tahun 2024 

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang memainkan peran 

penting dalam mengawasi jalannya proses demokrasi. Salah satu 

peran krusial yang dijalankan adalah memberikan keterangan dalam 

sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan 
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oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait hasil pemilihan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Rembang untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 2. 

PPP mengajukan permohonan PHPU dengan nomor perkara 

44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang mencakup dua 

fokus utama. Pertama, perselisihan hasil pemilihan anggota DPR RI 

Dapil Jawa Tengah III. Kedua, perselisihan hasil pemilihan anggota 

DPRD Kabupaten Rembang Dapil 2. 

Sebagai pemberi keterangan dalam persidangan, Bawaslu 

Kabupaten Rembang segera mempersiapkan diri untuk menyusun 

keterangan berdasarkan tugas-tugas pengawasan yang telah 

dilakukan. Proses penyusunan keterangan dilaksanakan oleh tim 

fasilitasi penyusunan keterangan PHPU yang beranggotakan 

komisioner Bawaslu Kabupaten Rembang dan staf sekretariat. 

Proses penyusunan keterangan ini dipandu oleh Koordinator divisi 

hukum Bawaslu Kabupaten Rembang, dengan proses ebagai berikut: 

a. Koordinasi dengan jajaran adhoc 

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan koordinasi dengan 

jajaran adhoc yaitu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS yang menjadi locus 

permohonan. Koordinasi dengan jajaran adhoc bertujuan untuk 

menggali keterangan lebih detail terkait peristiwa yang terjadi 

pada masing-masing wilayah dan mengumpulkan alat bukti. Alat 

bukti yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen terkait pokok 

permohonan seperti laporan hasil pengawasan, formulir 

pencegahan, C hasil Salinan, penanganan pelanggaran, 

penyelesaian sengketa, dokumentasi foto dan video, serta 

dokumen pendukung lainnya. 

 

Gambar 15. Anggota Bawaslu Rembang koordinasi dengan jajaran Adhoc 
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b. Penyusunan keterangan 

Proses penyusunan keterangan dilaksanakan oleh tim fasilitasi 

penyusunan keterangan PHPU Bawaslu Kabupaten Rembang 

serta dibimbing oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Proses 

penyusunan keterangan berlangsung cukup lama karena 

memerlukan kecermatan dan ketelitian. Penyampaian alat bukti 

harus disesuaikan dengan dalil permohonan. 

Setelah penyusunan keterangan selesai, Bawaslu Kabupaten 

Rembang didampingi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengikuti 

rapat penyusunan keterangan PHPU di Hotel Millenium Jakarta. 

Kegiatan yang diagendakan Bawaslu RI ini mengundang 

Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia yang terdapat 

permohonan PHPU. Pada kegiatan ini, keterangan yang sudah 

disusun dilakukan review oleh tenaga ahli bidang hukum Bawaslu 

RI yang meneliti setiap kalimat dalam keterangan serta 

mencocokkan daftar alat bukti dengan keterangan. 

 

Gambar 16. Review keterangan oleh Tenaga Ahli Bawaslu RI 

c. Penyerahan alat bukti ke MK 

Bawaslu Rembang menyerahkan alat bukti yang sudah di leges 

ke MK bersama Kabupaten/Kota lain se Jawa Tengah yang 

terdapat gugatan PHPU. Alat bukti yang dikumpulkan berupa 

dokumen-dokumen hardfile dan dokumentasi berupa video dan 

foto yang sudah dimasukkan ke dalam flashdisk. 
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Gambar 17. Penyerahan alat bukti ke Mahkamah Konstitusi (MK) 

d. Proses persidangan 

Bawaslu Rembang yang diwakili oleh M. Khasanuddin selaku 

Koordinator Divisi Hukum selalu mengikuti proses persidangan 

secara langsung maupun daring. Proses persidangan mulai dari 

sidang pendahuluan hingga sidang putusan. Saat menyampaikan 

keterangan di MK, Bawaslu Rembang didampingi Bawaslu RI 

dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.  

 

Gambar 18. Anggota Bawaslu Rembang menyampaikan keterangannya dalam sidang 

pembuktian di MK 

 

Dalam proses persidangan, Mahkamah Konstitusi (MK) 

memutuskan untuk tidak menerima permohonan PPP terkait DPR 

RI Dapil Jawa Tengah III karena dianggap tidak memenuhi syarat 

formil. Namun, untuk permohonan yang berkaitan dengan DPRD 

Kabupaten Rembang Dapil 2, MK melanjutkan ke tahap 

pemeriksaan pembuktian.  
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Sebagai bagian dari proses tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa 

Tengah, bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait, 

termasuk Bawaslu Kabupaten Rembang, memberikan 

keterangan dalam sidang pembuktian PHPU Pileg 2024 di MK 

pada 29 Mei 2024. Kehadiran Bawaslu dalam sidang ini bertujuan 

untuk menyampaikan hasil pengawasan dan temuan terkait 

proses pemilu di wilayah masing-masing, yang menjadi bahan 

pertimbangan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. 

Peran Bawaslu sebagai pemberi keterangan dalam sidang PHPU 

menunjukkan komitmen lembaga dalam memastikan transparansi 

dan akuntabilitas proses pemilu. Dengan memberikan informasi 

dan data hasil pengawasan, Bawaslu membantu MK dalam 

menilai dan memutus perkara sengketa hasil pemilu secara 

objektif dan berdasarkan fakta yang ada. 

Secara keseluruhan, keterlibatan Bawaslu Kabupaten Rembang 

dalam proses PHPU Pemilu 2024 mencerminkan peran strategis 

pengawas pemilu dalam menjaga integritas dan keadilan proses 

demokrasi di tingkat lokal. Melalui pengawasan yang ketat dan 

partisipasi aktif dalam penyelesaian sengketa, Bawaslu 

berkontribusi signifikan dalam mewujudkan pemilu yang jujur, 

adil, dan demokratis. 

 

2. Pemberian Keterangan PHP Tahun 2024 

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah perselisihan 

antara KPU dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan 

suara hasil Pemilihan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 

dalam Sengketa (Perselisihan) Hasil Pemilihan, Putusan MK bersifat 

final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap 

sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. 

Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-

Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and 

binding). 

Berdasarkan hasil pengawasan, Pilkada serentak 2024 di 

Kabupaten Rembang tidak terdapat pengajuan PHP ke Mahkamah 

Konstitusi. Akan tetapi Bawaslu Rembang telah melakukan upaya 

persiapan apabila terdapat gugatan PHP ke Mahkamah Konstitusi. 

Persiapan tersebut diantaranya rapat koordinasi dengan jajaran 

adhoc. 
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Pada rapat koordinasi tersebut, Bawaslu Rembang 

menyampaikan kepada Panwasacam untuk mengumpulkan dokumen 

hasil pengawasan dalam bentuk softfile dan hardfile. Rapat tersebut 

turut dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Rembang Divisi 

Hukum yaitu Moh. Zaenal Arifin, M.Pd. 

 

Gambar 19.Rapat koordinasi persiapan menghadapi perselisihan hasil pemilihan 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kehadiran pemilu yang demokratis, berintegritas dan bermartabat 

adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan bagi negara hukum 

demokratis. Bagaimanapun, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di 

tangan rakyat serta wujud paling konkrit dari partisipasi rakyat dalam 

penyelenggaraan negara.  

Bila penyelenggaraan Pilkada berlangsung jujur dan adil, maka 

demokrasi di suatu negara telah dipandang baik. Penyelenggaraan 

Pilkada yang baik ini tentu akan menjadi kondisi awal menuju tatanan 

negara yang adil, makmur sekaligus beradab. Itulah sebabnya, pemilu 

dijadikan parameter untuk menilai demokratis tidaknya suatu negara. 

Pada titik ini, eksistensi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) menjadi vital bagi negara hukum demokrasi guna menjamin 

proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik.  

Tidak dipungkiri adanya kekuatan serta kelemahan disadari oleh 

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam mengahadapi Penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Namun hal tersebut menjadi 

acuan khususnya bagi Bawaslu Kabupaten Rembang selama 

menghadapi Pilkada agar berjalan sesuai dengan Tugas, Pokok dan 

Fungsinya. Berbagai Peraturan baik Undang-Undang Pilkada maupun 

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) telah mengatur 

bagaimana jajaran Bawaslu hingga sampai pada jenjang bawah memiliki 

pedoman dalam melaksanakan tugas dilapangan.  

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di 

Kabupaten Rembang telah dilaksanakan dengan cukup baik, berbagai 

upaya dilakukan dalam melakukan sosialisasi hukum, Kajian Hukum, 

tindak lanjut atas putusan serta ketersediaan dan keterbukaan infromasi 

yang mudah didapati oleh masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan 

arahan yang diberikan baik dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa 

Tengah.  

Keberhasilan pelaksanaan tugas bagi Bawaslu Kabupaten 

Rembang pada akhirnya sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara 

lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana 

prasarana, hubungan antar lembaga, dan stakeholder pemilihan. 
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B. Evaluasi 

1. Kapasitas SDM bidang hukum masih kurang terkait pemahaman 

terhadap kajian hukum dan advokasi hukum. 

2. Dalam rangka keterbukaan publik sudah seharusnya Bawaslu 

mengoptimalkan jaringan media yang dimiliki sehingga mudah 

diakses Masyarakat. 

3. Pengelolaan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 

Bawaslu Rembang masih kurang optimal. 

 

C. Rekomendasi 

1. Perlu peningkatan kapasitas keahlian Hukum Bawaslu 

Kabupaten/Kota dalam penyusunanan legal opini dan keahlian 

hukum spesifik dalam pelaksanaan tugas dan kewenanagan 

adjudikatif. 

2. Mengoptimalkan JDIH sebagai sarana informasi kepada 

Masyarakat terhadap perkembangan putusan hukum yang 

dikeluarkan oleh Bawaslu Rembang. 

3. Perlu meningkatkan penganggaran untuk memaksimal proses, 

penyebaran informasi, Pelatihan atau pembinaan seluruh jajaran 

pengawas pemilihan umum. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

SK TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU KABUPATEN REMBANG 
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SK TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PHP TAHUN 2024 DI MK 

BAWASLU KABUPATEN REMBANG 
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SALINAN KETERANGAN PHPU 2024 BAWASLU KABUPATEN 

REMBANG 

 
Jakarta, ... 2024 

Hal :  Keterangan  Bawaslu  terhadap  Perkara  Nomor  146-01-13-13/AP3-

DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang  dimohonkan  oleh Partai Persatuan 

Pembangunan.  

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi 

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  

Jakarta Pusat   

 

Dengan hormat, bersama ini kami: 

1. Nama      :     Totok Suparyanto, S. E., M. H. 

Pekerjaan/Jabatan: Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 

Rembang 

Alamat Kantor   : Jl. Gatot Subroto No. 7 Kutoharjo, Rembang, Jawa 

Tengah 

Nomor telepon  : (0295) 691069 

Email   : panwaskabrembang22@gmail.com 

 

2. Nama      :     M. Khasanuddin, S.Pd. 

Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 

Rembang 

Alamat Kantor   : Jl. Gatot Subroto No. 7 Kutoharjo, Rembang, Jawa 

Tengah 

Nomor telepon  : (0295) 691069 

Email   : panwaskabrembang22@gmail.com 

 

3. Nama      : M. Dhofarul Muttaqiin, S.Pd.I., M.H. 

Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 

Rembang 

Alamat Kantor   : Jl. Gatot Subroto No. 7 Kutoharjo, Rembang, Jawa 

Tengah 

Nomor telepon  : (0295) 691069 

Email   : panwaskabrembang22@gmail.com 

 

4. Nama      : Nibrosu Rohid, S.I.Kom., M.I.Kom. 

Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 

Rembang 

Alamat Kantor   : Jl. Gatot Subroto No. 7 Kutoharjo, Rembang, Jawa 

Tengah 

Nomor telepon  : (0295) 691069 

Email   : panwaskabrembang22@gmail.com 

 

5. Nama      : M. Bayanul Lail, S.Pd.I. 

Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 

Rembang 

Alamat Kantor   : Jl. Gatot Subroto No. 7 Kutoharjo, Rembang, Jawa 

Tengah 

Nomor telepon  : (0295) 691069 

Email   : panwaskabrembang22@gmail.com 

mailto:panwaskabrembang22@gmail.com
mailto:panwaskabrembang22@gmail.com
mailto:panwaskabrembang22@gmail.com
mailto:panwaskabrembang22@gmail.com
mailto:panwaskabrembang22@gmail.com
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bertindak  untuk  dan  atas  nama  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  

(Bawaslu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor…. 

 

Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 146-01-13-13/AP3-

DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan 

Pembangunan untuk Dapil Jateng III Pemilu DPR RI sebagai berikut : 

 

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok 

Permohonan. 

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan 

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang tidak menerima laporan dugaan 

pelanggaran yang berkaitan dengan pokok permohonan pada tahapan 

penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), 

rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, dan 

rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten. 

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan. 

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang tidak terdapat temuan yang 

berkaitan dengan pokok permohonan pada tahapan penghitungan 

perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi 

penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, dan rekapitulasi 

penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten. 

3. Penyelesaian Sengketa. 

Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang tidak terdapat Sengketa antar 

peserta Pemilu maupun sengketa antara Peserta Pemilu dengan 

Penyelenggara Pemilu pada tahapan penghitungan perolehan suara di 

Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi penghitungan perolehan 

suara tingkat kecamatan, dan rekapitulasi penghitungan perolehan 

suara tingkat Kabupaten. 

 

 

 

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang 

Dimohonkan oleh Pemohon 

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan pencegahan 

dengan mengirimkan imbauan nomor 287/PM.00.02/K.JT-22/02/2024 

pada tanggal 8 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Rembang, agar 

pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan  Surat Suara Pemilu 2024 

KPU Kabupaten Rembang melakukan: 

1) Memeriksa kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS; 

2) Memeriksa keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS; 

3) Memastikan terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia; 
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4) Memeriksa kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan 

suara; 

5) Kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitunagn suara; 

6) Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. (Bukti-PK 1 Imbauan kepada 

KPU Kabupaten Rembang) 

2. Bahwa sebagaimana tugas pengawasan yang dilakukan Bawaslu 

Kabupaten Rembang beserta jajarannya pada  proses pemungutan suara 

dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Rembang mengirimkan 

imbauan sebagai bentuk pencegahan dengan nomor 289/PM.00.02/K.JT-

22/02/2024 kepada KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 8 Februari 

2024, agar dalam memaksimalkan kerja-kerja pengawasan yang 

dilakukan oleh Pengawas TPS untuk : 

1) Tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya 

diberikan ruang gerak yang terbatas; 

2) Mengintruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja 

Pengawas TPS meliputi seluruh TPS. (Bukti-PK 2 Imbauan kepada 

KPU Kabupaten Rembag) 

3. Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten 

Rembang dengan menuangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil 

Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Rembang dengan Nomor 

419/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 28 s/d 29  Februari 2024 pada 

proses rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, 

yang bertempat di Balai Kartini Kabupaten Rembang, hasil pengawasan 

yang pada pokoknya memuat sekurang-kurangnya kejadian khusus/ 

catatan kejadian pada pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil 

rekapitulasi tingkat Kabupaten, bahwa saksi dari Partai Persatuan 

Pembangunan atas nama Burhanuddin tidak mengajukan keberatan dan 

saksi Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA) tidak hadir. (Bukti PK-

3 LHP FORM A) 

4. Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai 

Garuda pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III sebagaimana dalil 

Pemohon Nomor 19 (hal 7), bahwa tidak terdapat perpindahan suara dari 

Pemohon ke Partai Garuda, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

1) Bahwa pada MODEL D.HASIL KABKO-DPR, Kamis tanggal 29 

Februari 2024, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh 

Bawaslu Kabupaten Rembang terhadap proses rekapitulasi 

penghitungan suara untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, 
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Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Perolehan suara Partai 

Persatuan Pembangunan dan Partai Garda Republik Indonesia dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

a) Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

Uraian 

Jumlah Suara Sah 

Pengawasan 
Bawaslu Kab. 

Rembang 

D. Hasil 
Kab/ Ko 

Rembang - 
DPR 

D. Hasil 
Prov - 
DPR 

17. 
Partai Persatuan 
Pembangunan 

8.351 8.351 8.351 

1. 
MOH. ARWANI 

THOMAFI 
41.365 41.365 41.365 

2. 
MAHBUB ROSYIDI, 

S.Ag., S.H. 
1.664 1.664 1.664 

3. NUR ALIYAH 712 712 712 

4. LULUK ELYANA 562 562 562 

5. ROSYDI 309 309 309 

6. 
H. MOCHMAD 
FATAH, S.Pd.I. 

1.620 1.620 1.620 

7. 
MOH. ABDUL 

GHOFUR 
985 985 985 

8. 
ANISSA GEMALA, 

S.E. 
293 293 293 

9. 
MUHAMMAD 

AHMAD FAISHOL 
3.053 3.053 3.053 

Jumlah Suara Sah Partai 
Politik dan Calon 

58.914 58.914 58.914 

  

 

b) Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA) 

Uraian 

Jumlah Suara Sah 

Pengawasan 
Bawaslu Kab. 

Rembang 

D. Hasil 
Kab/ Ko 

Rembang - 
DPR 

D. Hasil 
Prov - 
DPR 

17. 
Partai Persatuan 
Pembangunan 

283 283 283 

1. 
JOHANES EKO 

PRASETIYO 
214 214 214 

2. 
ENNY SURYANTINI, 

S.E., M.M. 
70 70 70 

3. RUSDI BAHAWAN 26 26 26 

4. NURMALA 51 51 51 

5. 
MOCHTAR PELLU, 

S.H. 
18 18 18 

6. 
EDI HAMDANI, 

S.Kom. 
23 23 23 

7. SILVYA FITRIANI 16 16 16 
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8. 

GUNAWAN 

MULYADI 

SULISTYO 

14 14 14 

Jumlah Suara Sah Partai 
Politik dan Calon 

715 715 715 

 

 

Bahwa berdasarkan perpindahan suara pemohon secara tidak sah 

kepada Partai Garuda sebagaimana dalil Pemohon Nomor 20 (hal 7), 

bahwa berdasarkan D. Kejadian Khusus/ Keberatan saksi pada 

rekapitulasi perolehan suara Tingkat Kabupaten Rembang, saksi dari 

Partai Persatuan Pembangunan hadir atas nama Burhanuddin dan 

menandatangi MODEL D.HASIL KABKO-DPR. (Bukti PK-4 D. HASIL 

KABKO DPR) 

5. Bahwa berdasarkan perpindahan suara pemohon secara tidak sah 

kepada Partai Garuda sebagaimana dalil Pemohon Nomor 20 (hal 7), 

bahwa berdasarkan D. Kejadian Khusus/ Keberatan saksi pada 

rekapitulasi perolehan suara Tingkat Kabupaten Rembang, tidak terdapat 

catatan kejadian khusus dari saksi Partai Persatuan Pembangunan atas 

nama Burhanuddin. (Bukti-PK 5 D. Kejadian Khusus/ Keberatan 

Saksi) 

 

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya 

dalam Rapat Pleno tanggal ……………………… 

 

DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU 

N

o 

KODE BUKTI  URAIAN BUKTI 

1. Bukti PK-1 : Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang 

2. Bukti PK-2 : Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembag 

3. Bukti PK-3 : LHP FORM A 

4. Bukti PK-4  D. HASIL KAB/ KO DPR 

Partai 

Jumlah Perolehan Suara Berdasarkan 

Versi 
Pemohon 

Pengawasan 
Bawaslu 
Rembang 

D. Hasil 
Kab/ Ko 

Rembang 
– DPR 

D. 
Hasil 

Prov – 
DPR 

Partai Persatuan 

Pembangunan 
145.008 58.914 58.914 58.914 

Partai Garda Republik 

Indonesia 
99 715 715 715 
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5. Bukti PK-5  Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi 

Jakarta, …….. 2024 

 

Hormat kami, 

Bawaslu Kabupaten Rembang 

1. Nama : Totok Suparyanto, S.E., M.H.        (……...………………) 

2. Nama : M. Khasanuddin, S.Pd.        (……...………………) 

3. Nama : M. Dhofarul Muttaqiin, S.Pd.I., M.H. (……...………………) 

4. Nama : M. Bayanul Lail, S.Pd.I.                 (……...………………) 

5. Nama : Nibrosu Rohid, S.I.Kom., M.I.Kom   (……...………………) 
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IMBAUAN MASA TENANG PEMILU TAHUN 2024 (BUKTI PK-1 PHPU 

2024) 
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IMBAUAN MASA TENANG PEMILU TAHUN 2024 (BUKTI PK-2 PHPU 

2024) 
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PK-3 FORM A REKAP 

FORM.A 

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU 
NOMOR : 419/LHP/PM.01.00/02/2024  

 
 

I.  Data Pengawas Pemilu : 

 

  

 a. Tahapan yang diawasi : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara  

 

 b. Nama Pelaksana Tugas 

Pengawasan 

: 1. Totok Suparyanto; 

2. Nibrosu Rohid; 

3. M. Dhofarul Muttaqiin; 

4. M. Bayanul Lail; 

5. M. Khasanudin; 

6. Kukuh Febrihandoko; 

7. Muhammad Agus Musthofa; 

8. Hida Hikma Dini; 

9. Himawan Prabowo; 

10. M. Fachrudin; 

11. Arfian Nugroho; 

12. Alfin Bahru Rohmika; 

13. Dewi Astuti. 

 c. Jabatan : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten 

Rembang, Staf Pelaksana Teknis 
Bawaslu Kabupaten Rembang. 

 d. Nomor Surat Perintah Tugas : 411/PM.01.00/02/2024 

 e. Alamat : Jl. Gatot Subroto, No 7 Rembang Kode 

Pos 59211 

 

II. I
I

. 

Kegiatan Pengawasan :   

 a. Bentuk : Pengawasan langsung 

 b. Tujuan : Melakukan pengawasan terhadap 

rekapitulasi dan penetapan hasil 

penghitungan perolehan suara Tingkat 

Kabupaten berjalan sesuai dengan 

peraturan 

 c. Sasaran : Penyelenggara teknis pemilu  

 d. Waktu dan Tempat : 28 Februari s.d. 29 Februari 2024 di 

Gedung Balai Kartini Rembang. 

 

III. I

I
I 

Uraian Singkat Hasil Pengawasan   

 1. Pada 28 Februari 2024, jajaran Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan 

pengawasan langsung terhadap  dan penetapan hasil penghitungan perolehan 

suara Tingkat Kabupaten  yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rembang di 

Gedung Balai kartini Rembang; 

2. Rekapitulasi dimulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB tanggal 29 

Februari 2024; 
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3. Dalam rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Tingkat 

Kabupaten dihadiri oleh Panitia Penyelenggara Kecamatan, Panitia Pengawas 

Kecamatan, saksi calon Presiden dan calon wakil Presiden, saksi calon DPD, dan 

saksi partai politik; 

4. Selama proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang 

terdapat beberapa kesalahan administrasi yang dilakukan oleh jajaran PPK antara 

lain : kesalahan input data di sirekap, perbedaan C-hasil dan C-Hasil Salinan, 

perbedaan C-Plano dengan D-hasil, pembacaan D-hasil tidak berasal dari 

dokumen yang tersegel melainkan dari arsip PPK; 

5. Disamping kesalahan administrasi, pada rekapitulasi terdapat kesalahan pada 

jajaran penyelenggara teknis PKK terkait tidak professional dalam menjalankan 

tugas sesuai jabatan dan kewenangannya; 

6. Bentuk tidak profesinal penyelenggara teknis PPK yakni dengan sengaja 

memberikan susulan D Hasil kecamtan diluar forum rekapitulasi tingkat 

Kecamatan; 

7. Selain itu, terdapat 33 data yang diperbaiki dalam rekap Kabupaten untuk 

Kecamatan Lasem; 

 

IV. Informasi Dugaan Pelanggaran 

1. Peristiwa : 

a. Peristiwa : Pemberian susulan Salinan D-hasil kepada 

saksi diluar forum rekapitulasi Tingkat 

Kecamatan 

b. Tempat kejadian : Kecamatan Lasem 

c. Waktu Kejadian : 24 Februari 2024 

d. Pelaku  : Eko Wahyudi 

M. Isa Ansori 

Adi Rocky Sakti 

Nifa Nabila Khalidah 

Abdul jalil 

e. Alamat : - 

 
 

 2. Alat Bukti : 

a. Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil 

penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024; 

b. Catatan Bawaslu Kabupaten terhadap D Hasil; 

c. Daftar Hadir peserta rekapitulasi. 

 3. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran : 

Pada 29 Februari 2024 pukul 01.00 – 02.30 WIB, saat pembacaan 

rekapitulasi Kecamatan Lasem terdapat keberatan dari saksi partai 

Nasdem terkait perbedaan bentuk hardcopy D-hasil salinan yang diterima 
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saksi dengan D-hasil Salinan yang dibacakan oleh PPK Lasem. 

selanjutnya, PPK lasem memberikan jawaban telah memberikan susulan 

D-hasil Salinan kepada saksi partai Nasdem. 

4. Fakta dan Keterangan :  

a. Bahwa kesalahan – kesalahan penginputan telah terselesaikan dengan 

baik dan benar; 

b. Bahwa PPK Lasem memberikan susulan D-Hasil Salinan kepada saksi 

di luar forum rekapitulasi Tingkat Kecamatan; 

5. Analisa:  

Bahwa dalam pengawasan  terhadap  dan penetapan hasil penghitungan 

perolehan suara Tingkat Kabupaten  terdapat dugaan pelanggaran. 

6. Informasi Potensi Sengketa 

1. Peristiwa 

a. Peserta Pemilu                : ……………………………………………….. 

b. Tempat Kejadian             : ……………………………………………….. 

c. Waktu Kejadian              : ………………………………………………. 

2. Objek Sengketa 

a. Bentuk objek Sengketa      : ………………………………………. 

b. Identitas objek sengketa    : ………………………………………. 

c. Hari/tanggal dikeluarkan  : ………………………………………. 

d. Kerugian langsung            : ……………………………………….. 

3. Uraian singkat potensi sengketa 

……………………………………………………………………………………… 

 

Rembang, 29 Februari 2024 

 

 

Pelaksana Tugas 

 

 

 

 

TOTOK SUPARYANTO 

 

 

 

 

 

 

NIBROSU ROHID 

 

 

 

 

M. KHASANUDDIN 

 

 

 

 

MD. MUTTAQIIN 

 

 

 

 

M. BAYANUL LAIL 
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Lampiran Sebagiman Berikut : 
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